NO JUDUL RAPERDA PRAKARSA KETERANGAN
1 2 3 4

34. | Penarikan Penyertaan Modal Saham | Bapemperda Luncuran Prolegda
Pemerintah Daerah pada PT. Kawasan Tahun 2012
Industri Lampung dan Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah ke Dalam
Modal Saham PT. Lampung Jasa
Utama.

35. | Perubahan Atas Peraturan Daerah | Bapemperda Luncuran Prolegda
Provinsi Tk. I Lampung Nomor 2 Tahun Tahun 2012
1999 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum dari Perusahaan Daerah Bank
Pembangunan Daerah Lampung
Menjadi Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Lampung.

36. | Penegasan Batas Daerah Komisi I Luncuran Prolegda
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Tahun 2012

37. | Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Prakarsa Luncuran Prolegda
Palau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Eksekutif Tahun 2013
2014-2034.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 November 2016
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Eksekutif

3
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Lampung Kepada PT.
Lampung Jasa Utama
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Eksekutif

32
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2011 tentang Pajak]
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Prakarsa
Eksekutif

33
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Yang Sah

Komisl Il
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Modal Saham
Pemerintah Daerah
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o7, Lampung Jasa
ma.

Bapemperda

35.

Perubahan Atas
Peraturan Daerah
Provinsi Tk. | Lampung
Nomar 2 Tahun 1999
entang Perubahan
Bentuk Badan Hukum
dari Perusahaan Daerah
Bank Pembangunan
Daerah Lampung
Menjadi Perseroan
erbatas Bank
Pembangunan Daerah
Lampung.

Bapemperda

36.

Penegasan Batas
Daerah

Kabupaten/Kota di

Komisi |

Provinsi Lampun,

mimypivg i I

1}

v

IV

v

v




WAXTU PEMBAHASAN

JARUARI

FEBRUARI

APRIL

MEI

L)

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Provinsi Lampung 2014~

2034.

NO JUDUL RAPERDA PRAKARSA
Rencana Zonasi

- ‘Wilayah Pesisir dan Prakarsa
Palau-Pulau Kecil Eksekutif

KETERANGAN:

Tahap FGD Penyusunan NA

Tahap Penyusunan NA

Tahap Penyampaian Raperda Dalam Paripurna

Tahap Pembahasan oleh Komisi/Panja

Tahap Penetapan Raperda

KET.

PROVINSI LAMPUNG

H. DEDI AFRIZAL § Kep.MH.

KETUA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




WAKTU PEMBAHASAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

NO JUDUL RAPERDA PRAKARSA
| H|lmivy 1 nmjmjpwgl njpmjipivygl nmpfivyg 1 Nmjmpwvgrfiujmimwvgl mjuypivyg vyl w)pmf{wgi1 npwfivyg gl ni|m

Rencana Zonasi
4 \Wilayah Pesisir éan Prakarsa
Palau-Pulau Kecil Eksekutif
Provinsi Lampung 2014~

2034.

KETERANGAN:
AN e s DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Tahap FGD Penyusunan NA ‘ i TLU0 m ; PROVIDS) UG
@" { “J‘m S‘ i KETUA,

[ 1.Sekwan ‘1.
jz'Habag 2, H. DEDI AFRIZAL]S.Kep.MH.
|

Tahap Penyusunan NA

£, {astbbag ' 3,
4,

.
B

PO

Tahap Pembahasan oleh Komisi/Panja

Tahap Penetapan Raperda

.Tahap Penyampaian Raperda Dalam Paripurna



DAFTAR PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

KETERANGAN
NO. JUDUL RAPERDA PRAKARSA MURNI/
LUNCURAN
LEGAL DRAFTING TAHAP KETERANGAN
PEMBAHASAN
TEKNIS
1. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA Luncuran Sudah ada surat Gubemur Lampung Tahap Pembahasan oleh Ketua Pansus :
EKSEKUTIF Propemperda Nomor 188.44/22/02/2017 Perihal Pansus Hi. Mardani
Tahun 2016 Penyampaian Raperda. Umar,SH.,MH.
2. PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA PRAKARSA Luncuran Sudah ada surat Gubernur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Pansus :
EKSEKUTIF Propemperda Nomor 188.44/22/02/2017 Perthal : Pembahasan oleh Pansus Hi. Putra Jaya Umar
Tahun 2016 Penyampaian Raperda
3. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN BAPEMPERDA Luncuran Sudah ada surat Gubemnur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Bapemperda
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Propemperda Nomor 188.341/2044/03/2016 Perthal : Pembahasan oleh
Tahun 2016 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD. Bapemperda
4, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK- BAPEMPERDA Luncuran Sudah ada surat Gubemur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Bapemperda
HAK ANAK Propemperda Nomor 188.341/2044/03/2016 Perihal : Pembahasan oleh
Tahun 2016 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD. Bapemperda
3. PERLINDUNGAN ATAS KEPEMILIKAN KOMISI 1 Luncuran Sudah ada surat Gubernur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi I
TANAH Propemperda | Nomor 188.341/2044/03/2016 Pembahasan oleh Komisi
Tahun 2016 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul I

Inisiatif DPRD.




6. PENYELENGGARAAN PERIZINAN YANG KOMISI I Luncuran Sudah ada surat Gubernur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi I
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH Propemperda | Nomor 188.341/2044/03/2016 Pembahasan oleh
PROVINSI LAMPUNG Tahun 2016 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Komisi I
Inisiatif DPRD.
7. DISTRIBUSI GABAH DI PROVINSI KOMISI I Luncuran Sudah ada surat Gubemur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi 11
LAMPUNG Propemperda | Nomor 188.341/2044/03/2016 Pembahasan oleh
Tahun 2016 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Komisi IT
Inisiatif DPRD.
8. KEMANDIRIAN PANGAN KOMISI II Luncuran Sudah ada surat Gubernur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi 11
Propemperda | Nomor 188.341/2044/03/2016 Pembabasan oleh
Tahun 2016 Perihal : 6 (enam) Raperda Usul Komisi II
Inisiatif DPRD.
9. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOMISI 11 Luncuran Sudah ada surat Gubernur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi 111
Propemperda | Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal Pembahasan oleh
Tahun 2016 : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif Komisi ITI
DPRD.
10. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOMISI III Luncuran Sudah ada surat Gubernur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi III
(BLUD) Propemperda | Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal Pembahasan oleh
Tahun 2016 : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif Komisi ITI
DPRD.
11 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN KOMISI IV Luncuran Sudah ada surat Gubernur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi IV
MINERAL DAN BATU BARA YANG Propemperda | Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal Pembabasan oleh
BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN Tahun 2016 : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif Komisi IV
LINGKUNGAN DPRD.
12. PEMULIHAN, PENGELOLAAN KOMISI IV Luncuran Sudah ada surat Gubernur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi IV
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN Propemperda | Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal Pembahasan oleh
SUNGAI Tahun 2016 : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif Komisi IV

DPRD.




13. KETAHANAN KELUARGA PROVINSI KOMISI V Luncuran Sudah ada surat Gubernur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi V

LAMPUNG Propemperda | Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal Pembahasan oleh
Tahun 2016 : 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif Komisi V
DPRD.
14. PENDIDIKAN BAGI ANAK KOMISI V Luncuran Sudah ada surat Gubernur Lampung Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi V
BERKEBUTUHAN KHUSUS Propemperda | Nomor 188.341/21/02/2017 Perihal Pembahasan oleh

Tahun 2016 . 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif Komisi V

DPRD.
15. | KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PRAKARSA Luncuran | Sudah Naskah Akademik (Sesuai Sedang Dalam Tahap Ketua Pansus :
EKSEKUTIF | Propemperda | dengan surat Gubernur Lampung Pembahasan oleh Pansus | Hi. Abdullah Fadri

Tahun 2015 Nomor 188.44/390/03/2015 Al
tanggal 18 Agustus 2015, Hal
Penyampaian Raperda Kepada
Ketua DPRD Provinsi Lampung.

16. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PRAKARSA Luncuran Sudah ada Naskah Akademik Sedang Dalam Tahap Ketua Pansus :
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG EKSEKUTIF Propemperda | (sesuai dengan surat Gubernur Pembahasan oleh Hi.Toni Eka
KEPADA PT.LAMPUNG JASA UTAMA Tahun 2015 Lampung Nomor Pansus Candra

188.44/1258/03/2015 tanggal 11
Agustus 2015, Hal Penyampaian
Raperda Kepada Ketua DPRD
Provinsi Lampung.

17 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA PRAKARSA Luncuran Sudah ada Naskah Akademik Sedang Dalam Tahap Ketua Pansus :
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK EKSEKUTIF Propemperda | (sesuai dengan surat Gubernur Pembahasan oleh Hi.Toni Eka
DAERAH Tahun 2015 Lampung Nomor Pansus Candra

188.44/1258/03/2015 tanggal 11
Agustus 2015, Hal Penyampaian
Raperda Kepada Ketua DPRD
Provinsi Lampung.




18. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH KOMISIHIII Luncuran Sudah ada Naskah Akademik dan Draft Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi [11
Propemperda Raperda Pembahasan oleh Komisi ITI
Tahun 2015
19. PENARIKAN PENYERTAAN MODAL SAHAM BAPEMPERDA Luncuran Sudah ada Naskah Akademik dan Draft | ¢ Sedang Dalam Tahap | Ketua Bapemperda
PEMERINTAH DAERAH PADA PT. KAWASAN Prolegda Raperda Pembahasan oleh
INDUSTRI LAMPUNG DAN PENYERTAAN Tahun 2012 Bapemperda.
MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM e  Menunggu
MODAL SAHAM PT.LAMPUNG JASA UTAMA Rekomendasi DPRD
Kepada Pihak Eksekutif
untuk melakukan audit
kepada PT Kawasan
Industri Lampung
20. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH BAPEMPERDA Luncuran Sudah ada Naskah Akademik dan Draft e Sedang Dalam Ketua Bapemperda
PROVINSI TK.] LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN Prolegda Raperda Tahap Pembahasan
1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN Tahun 2012 oleh Bapemperda.
HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK *Menunggu tindak lanjut
PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG PT Bank Lampung untuk
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK melakukan pertemuan
PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG antara Dewan Direksi PT
Bank Lampung dengan
DPRD
21. PENEGASAN BATAS DAERAH KOMISI I Luncuran Sudah ada Naskah Akademik dan Draft Sedang Dalam Tahap Ketua Komisi [
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG Prolegda Raperda Pembahasan oleh Komisi 1
Tahun 2012
22. RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PRAKARSA Luncuran Sudah ada Naskah Akademik dan Draft | Telah ada surat Gubernur | Ketua Bapemperda
PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG EKSEKUTIF Prolegda Raperda Lampung No
TAHUN 2014-2034 Tahun 2013 188.44/574/03/2016 tanggal
16 November 2016 Perihal
Usulan Raperda  untuk
ditetapkan dalam

Propemperda Thn 2017




23,

PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA PRAKARSA Prakarsa eksekutif | Sudah ada Naskah Akademik dan Draft | Sedang Dalam Tahap Ketua Pansus :
SEKRETARIAT DEWAN KORPS PEGAWAI EKSEKUTIF Raperda Pembahasan oleh Pansus Hi. Mardani
NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA Umar,SH.,MH.
PROVINSI LAMPUNG DAN BADAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI
LAMPUNG

24 POLA TARIFF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | PRAKARSA Prakarsa eksekutif | Sudah ada draft Raperda Sedang Dalam Tahap Ketua Pansus :
BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI EKSEKUTIF Pembahasan oleh Pansus Ir. Yandri Nazir, MM.

LAMPUNG




